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WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM

NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

RAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHFPN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

DEN'GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

WALIKOTA BATAM,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap
Penyelenggara Negara harus melaporkan dan
mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia
dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya;

bahwa dalam rangka mengefektifkan kewajiban
pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu pengaturan di Lingkungan
Pemerintah Kota Batam untuk memoerkuat
komitmen dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme serta kerjasama sinergis dengan Komisi
Pemberantasan  Korupsi (KPK) dalarn  hal
kepdtuhan pelaporan harta kekayaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota Batam tentang
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Betam.

Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 795,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3581);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Fepublik
Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor



20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Fepublik
Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kaojupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kao>upaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Flepublik
Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Pe.alawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Roken Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kaojupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota
Batam (Lembaran Negara Republik Ir.donesia
Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4250},

Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tientang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembarar Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Norior 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);



Memper:

Menetay

ykan

hatikan :

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Ncmor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135]).

1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi;

2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/200S tentang
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor SE/01/M.PAN/01/2008 tentang
Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kz:=kayaan
Penyelenggara  Negara untuk  Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan;

5. Surat Edaran Mentert Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban
Penyampaian dan Sanksi atas Keterleunbatan
Penyampaian Laporan Harta Kzkayaan
Penyelenggara Negara di Lingkungan
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Dacrah;

6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
700/1590/57 pada tanggal 28 April 2016 tentang
Penegasan Kembali Penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan
Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencaftaran,
Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara,

8. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi
Nomor $SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk
Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG LAPORAN
HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA  NEGARA
(LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud
dengan :

1.
2.

10.

11.

12.

13,

14.

Daerah adalah Kota Batam.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah [Daerah
Kota Batam.

Walikota adalah Walikota Batam.

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di
Lingkungan Pemerintah Kota Batam yang
menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya
berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai
dertgan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya
disebut KPK adalah lembaga negara yang dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat
independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan
manapun.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
untuk selanjutnya disebut dengan LHKPMN adalah
laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk
lainnya tentang uraian dan rincian informasi
mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk
penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas
Harta Kekayaan Penyeclenggara Negara.

e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta
kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh
Penyelenggara Negara kepada KPK.

Wajib Lapor LHKPN adalah pejabat yang
ditetapkan oleh Walikota untuk menyampaikan
dan mengumumkan harta kekayaannya.

Tim Pengelola LHKPN Pemerintah Kote Batam
adalah tim yang mengelola dan
mengkoordinasikan LHKPN.

Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh
Penyelenggara Negara kepada KPK

Pengumuman adalah pengumuman LHEKPN oleh
Penyelenggara Negara kepada publik.

Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh
instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di
lingkungan instansinya.

Admin Unit Kerja, adalah pegawai yang ditunjuk
oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di
Lingkungan unit kerjanya.



Pasal 2

LHKPN yang telah diumumkan tidak dapat dijadikan
dasar baik oleh penyelenggara negara maupun pihak
manapun juga untuk menyatakan bahwa harta

kekayaan penyelenggara negara tidak terkait tindak
pidana.

(1)

(2)

BAB I1
WAJIB LAPOR

Pasal 3
Penyelenggara Negara wajib menyampaikan

LHKPN.

Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan
LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
terdiri dari :

a. Walikota Batam;

b. Wakil Walikota Batam;

c. Pejabat Struktural Eselon ILIII dan 1V,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

Pejabat Fungsional Auditor/Pengawas
Penyelenggara  Urusan  Pemerintah  di
Daerah;

f. Panitia/Penerima Pengadaan Barang / Jasa
Pemerintah;

g. Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP);
h. Pejabat yang mengeluarkan perizinan

i. Bendahara Penerima;

j.  Bendahara Pengeluaran;

k. Bendahara Pengeluaran Pembantu;

I. Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyvarakat;
dan

m. PNS lain yang ditunjuk sebagai Pemegang
dana APBD/APBN.

BAB III
PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 4

Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 wajib menyampaikan LHKPN
kepada KPK yaitu pada saat :

a. pengangkatan sebagai penyelenggara Negara
pada saat pertama kali menjabat;

b. pengangkatan kembali sebagai
penyelenggara negara setelah berakhirnya
* masa jabatan atau pensiun; dan/atau



(2)

c. Dberakhirnya masa jabatan atau pensiun
sebagai penyelenggara negara.

Penyelenggara negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib melaporkan harta
kekayaannya kepada KPK dengan menggunakan
format LHKPN yang telah ditentukan oleh KPK.

Pasal 5

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) disampaikan dalam jangka
waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung
sejak saat pengangkatan pertama/pengaigkatan
kembali/berakhirnya jabatan sebagai
penyelenggara negara.

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diserahkan secara langsung
atgu melalui media yang ditentukan oleh KPK.

LHKPN merupakan dokumen milik negara.

BAB IV
PENGUMUMAN LHKPN

Pasal 6

Penyelenggara Negara dapat memberikan kuasi secara
tertulis kepada KPK untuk melakukan pengumuman
atas Harta Kekayaanya.

(1)

(2)

Pasal 7

Bagi  Penyelenggara  Negara yang  tidak
memberikan kuasa secara tertulis kepada KPK
untuk melakukan pengumuman atas Harta
Kekayaanya, maka Penyelenggara Negara wajib
mengumumkan Harta Kekayaanya sendir:.

Pengumuman atas Harta Kekayaan dilaksanakan
paling lambat dalam kurun waktu 30 (tiga puluh)
hari kerja sejak pejabat menerima tembusan
Tambahan Berita Negara Repubilik Indonesia
(TBN RI) dari KPK.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan dengan menggunakan format yang
ditetapkan oleh KPK melalui media eleiktronik
maupun non elektronik sebagai berikut :

a. media pengumuman KPK;
b. media pengumuman resmi instansi; dan/atau

c. surat kabar yang memiliki peredaran secara
nasional.



(1)

(2)

(3)

(4)

BAB V

PENGELOLA LHKPN

Pasal 8

Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN
dibentuk Tim Pengelola LHKPN;

Tim Pengelola LHKPN sebagaimana vyang
dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

a.

b.

Koordinator LHKPN dijabat oleh Sezretaris
Daerah Kota Batam;

Wakil Koordinator 1 LHKPN Inspektur
Daerah Kota Batam;

Wakil Koordinator 2 LHKPN Kepala BKPSDM
Kota Batam; dan

Administrator LHKPN pejabat yang ditunjuk
oleh instansi Pemerintah Kota Batam sebagai
Admin Instansi.

Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :

a.

Koordinator LHKPN berkoordinasi dengan
KPK dalam hal monitoring dan evaluasi
terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam
melaporkan dan mengumumkan harta
kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi
e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.ici.

Administrator bertugas untuk :

1. menyampaikan data kepegawaian dan
data perubahan jabatan Wajib LHKPN
kepada KPK paling lambat 15 Desember
setiap tahun;

2. melakukan pemutakhiran data
sebagaimana dimaksud pada angka
1{satu) ke dalam Aplikasi e-LHKPN;

3. mengingatkan Wajib LHKPN di
Lingkungan Pemerintah Kota Batam

untuk mematuhi ke'xvajiban
penyampaian dan pengumuman _HKPN;
dan

4. memiliki peran membuat akun admin
unit  kerja, melakukan  verifikasi
pendaftaran wajib lapor baru dan
update perubahan data wajib lapor.

Tim Pengelola LHKPN Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat(i) ditetapkan
dengan Keputusan Walikota.



(1)

(2)

(3)

(2)

(3)

(4)

Pasal 9

Setiap OPD dibentuk Admin Unit Kerja Pengelola
Aplikasi e-LHKPN.

Admin Unit Kerja Pengelola LHKPN Tingkat OPD
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ber:ugas:

a. membuat akun penyelenggara negara; wajib
LHKPN;

b. membuat/update daftar wajib lapor;

c. melakukan  pendampingan  pengsian/e-
filling; dan

d. memonitor pelaporan LHKPN di masing-
masing OPD/Unit Kerja untuk selaajutnya
disampaikan kepada Admin Instansi.

Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LFKPN di
masing-masing OPD/unit kerja sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Kepala OPD.

BAB VI
SANKSI

Pasal 10

Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawal
Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LUHKPN
diberikan sanksi disiplin sesuai dengan
ketentuan Peraturan Pemerintah Norior 053
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
berupa :

a. surat peringatan; dan/atau
b. hukuman disiplin.

Jenis surat peringatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a terdiri atas :

a.* surat peringatan I; dan
b. surat peringatan [

Tingkat Hukuman disiplin seba;zaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri da= :

a. hukuman disiplin ringan;
b. hukuman disiplin sedang; dan
c. hukuman disiplin berat.

Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas :

a. teguran lisan,
b, teguran tertulis; dan

c. pernyataan tidak puas.



(5) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:

a. penundaan kenaikkan gaji berkala s:lama 1
{satu) tahun;

b. penundaan kenaikkan pangkat selama 1
{satu) tahun; dan

c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah
selama 1 (satu) tahun.

(6) Jenis hukuman disiplin tingkat berat
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) auruf c
terdiri atas :

a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah
selama 3 (tiga) tahun;

b. pemindahan dalam rangka perurunan
jabatan setingkat lebih rendah; dan

c. pembebasan dari jabatan

(7) Mekanisme penjatuhan sanksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disebutkan dalam
lampiran Peraturan Walikota ini yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota
ini.

Pasal 11

Pejabat yang memberikan keterangan tidal: benar
mengenai Harta Kekayaannya dapat dikenakan sanksi
sesuai ketentuan peraturan perundang-undanggan.

Pasal 12

(1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal
11 dilakukan pemeriksaan terlebih dahiulu oleh
Inspektorat Daerah sesuai dengan prosedur
sebagaimana diatur dalam Peraturan Peraerintah
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010
tentang Ketentuan Pelaksanaan  Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang .
Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

(2) Penjatuhan sanksi terhadap Wajib LHKPN yang
tidak mematuhi ketentuan/kewa ibannya
diputuskan dalam rapat tim penjatuhan
hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Walikota.



Diundar
pada tar

SEK

BERITA

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 2 Mei 2017

WALIKOTA BATAN,

2
% £ o7/4

MUHAMMAD RUDM{

gkan di Batam
1ggal = wer 2017

RETARIS DAERAH KOTA BATAM,
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/
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DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2017 NOMOR &3¢




LAL

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOT/ BATAM

TANGGAL :

NOMOR

MEKANISME PENJATUHAN SANKSI

. 28 TAHUN 2017
7 €

2017

ORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM

[.  SURAT PERINGATAN
No | Bentuk Peringatan 1 Jangka Waktu Penyampaian Pemb:rian Peringatan
1 | Surat Perjngatan [ 2 (dua) bulan setelah ditetapkan atau Kepala OPD / Atasan
dilantik sebagai pejabat atau pimpinan | Langsung
tertinggi atau administrasi atau
fungsional dan 2 {dua) tahun dalam
jabatan yang sama.
2 | Surat Peringatan Il 1 (satu) bulan setelah surat Peringatan | Kepala OPD / Atasan
I dan/ atau 3 (bulan) jangka waktu Langsung
penyampaian
L. PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
No Pelanggaran Tingkat Disiplin
Hukuman
Disiplin
1 | Penyelenygara Negara yang tidak melaporkan Ringan Teguran Lisan
/menyanipaikan LHKPN 1 (satu) bulan setelah
diberikan| Surat Peringatan II dan/atau 4 (empat)
bulan jarigka waktu penyampaian
2 | Penyelenggara Negara yang tidak Ringan Tertulis
melaporkan/menyampaikan LHKPN setelah S (lima
) bulan jemgka waktu penyampaian
3 | Penyelengara Negara yang tidak melaporkan Ringan Pernyataan Tidak
/menyan(paikan LHKPN setelah 6 {enam) bulan Puas
jangka waktu penyampaian
4 | Penyelen:zgara Negara yang tidak Sedang Penu pdaan )
melaporkan /menyampaikan LHKPN setelah 7 Kenaikan gaji
(tujuh) bitlan jangka waktu penyampaian berkala selama 1
. (satu) tahun
S | Penyelenggara Negara yang tidak Sedang Penupdaan
melaporkian/menyampaikan LHKPN setelah 8 Kenaikan Pangkat
(delapan)|bulan jangka waktu penyampaian selama 1 (satu}
tahun
6 | Penyelenggara Negara yang tidak Sedang Penurunan ‘
melaporkian /menyampaikan LHKPN setelah 9 Par_lgkat Setingkat
(sernbilar]) bulan jangka waktu penyampaian lebih rendah
: selama 1 {satu)
% tahun
1g tidak Berat Penurunan
tan LHKPN setelah 10 Pangkat Sctingkat
aktu penyampaian lebih rendah
selama 3 (tiga)
tahun




8 | Penyelenggara Negara yang tidak Berat Pemindahan
melaporkan /menyampaikan LHKPN setelah 11 dalam rangka
(sebelas) pulan jangka waktu penyampaian penurunan

jabatan setingkat
{ebih rendah

9 | Penyelengigara Negara yang tidak Berat Fembebasan dari

melaporkan/menyampaikan LHKPN setelah 12 jabatan
(dua belat} bulan jangka waktu penyampaian

Keterangan:

*) hukuman disiplin diberikan oleh pejabat yang berwenang menghukum sesuai

ketentuan

peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS.

WALIKOTA BATAM,

o
%E—’@”W

MUHAMMAD KUDI




Diundar:
pada tar

SEK

BERITA

BABYV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 2 WMmel

WALIKOTA BATAM,

e

)/

MUHAMMAD RUT

gkan di Batam
ggal 7 ter 2017

RETARI\DAERAH KOTA BATAM,

DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2017 NOMOR 53¢




L.

TANGGAL :

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BATAM

. 28 TAHUN 2017

2. ME|

2017

LAPDRAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA 31

SURAT PERINGATAN

LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM

MEKANISME PENJATUHAN SANKSI

No | Bentuk Pefingatan 1 Jangka Waktu Penyampaian Pemberian Peringatan
1 | Surat Peripgatan | 2 (dua) bulan setelah ditetapkan atau Kepala OPD / Atasan
dilantik sebagai pejabat atau pimpinan | Langsung
tertinggi atau administrasi atau
fungsional dan 2 (dua) tahun dalam
jabatan yang sama.
2 | Surat Peripgatan II 1 (satu) bulan setelah surat Peringatan | Kepale OPD / Atasan
I dan/ atau 3 (bulan) jangka waktu Langsung
penyampaian
1. PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
No Pelanggarén Tingkat Disiplin
Hukuman
Disiplin
1 | Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan Ringan Teguran Lisan
/menyampaikan LHKPN 1 (satu} bulan setelah
diberikan Surat Peringatan Il dan/atau 4 {empat)
bulan janka waktu penyampaian
2 | Penyvelengpara Negara yang tidak Ringan Tertulis
melaporkin/menyampaikan LHKPN setelah 5 {ima
) bulan jahgka waktu penyampaian
3 | Penyclenggara Negara yang tidak melaporkan Ringan Pernyataan Tidak
/menyampaikan LHKPN setelah 6 (enam) bulan 2uas
jangka wektu penyampaian
4 | Penyelenggara Negara yang tidak Sedang Penundaan
melaporkin/menyampaikan LHKPN setelah 7 Kenaikan gaji
(tujuh) bilan jangka waktu penyampaian berkala selama 1
(satu) tahun
5 | Penyelengigara Negara yang tidak Sedang Fenundaan
melaporkan/menyampaikan EHKPN sctelah 8 klenaikan Pangkat
(delapan) bulan jangka waktu penyampaian selama 1 (satu)
tahun
6 | Penyelenggara Negara yang tidak Sedang Penurunan
melaporkan/menyampaikan LHKPN setelah 9 Pangkat Setingkat
(sembilar) bulan jangka waktu penyampaian Iebih rendah
selama 1 (satu)
tahun
7 | Penyelenggara Negara yang tidak Berat Penurunan
melaporkan/menyampaikan LHKPN sctelah 10 Pangkat Sctingkat
{(sepuluh)|bulan jangka waktu penyampaian lzbih rendah
selama 3 (liga)
: tahun




8 | Penyelengpara Negara yang tidak Berat Pemindahan
melaporkzin/menyampaikan LHKPN setelah 11 clalam rangka
(sebelas) kulan jangka waktu penyampaian penurunan

jabatan setingkat
lebih rendah

9 | Penyelenggara Negara yang tidak Berat Pembebasan dari

melapork:
(dua belas

n/menyampaikan LHKPN setelah 12
) bulan jangka waktu penyampaian

jabatan

Keterangan:

*) hukuman «
ketentuan

lisiplin diberikan oleh pejabat yang berwenang menghukum sesuai
peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS.

WALIKQTA BATAM,

MAD RUDI




